
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme
untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan
wewenang, serta untuk meningkatkan kepatuhan
pelaporan Laporan Harta Kekayaan Negara
Penyelenggara Negara (LHKPN), maka diwajibkan bagi
pejabat/pegawai lapor LHKPN di lingkungan Pemcrintah
Kabupaten Tulang Bawang untuk menyampaikan
laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Kornis?
Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa untuk memudahkan pelaporan LHKPN' sc<ara

lebih efektif dan efisien, diperlukan petunjuk teknis
penyampaian dan pengelolaan LHKPN;

c. bahwa Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 1
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Negara
Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu dilakukan
perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang leimme

Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor
21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian
dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Negara
Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negate
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Nrga: .
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pcndaitaran,

Pcngumuman dan Pcmcriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 21 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN
PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Dl LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG



Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 21 Tahun

2018 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta

Kekayaan Negara Penyelenggara Negara (LH KPN) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tulang Bawang, diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikul :

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LH KPN di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

a. Bupati Tulang Bawang;

b. Wakil Bupati Tulang Bawang;

c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;

d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;

e. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;

f. Pejabat Fungsional Auditor;

g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di
Daerah;

h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan; dan

i. Penyelenggara Negara tertentu alas permintaan KPK.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Mcnggala
pada tanggal /? pebruari' 2020

Diundangkan di Menggala
pada Tanggal fk-órwri 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAI1UN 2020 NOMOR O?


